
M€nimbang :

Mengingat :

BUPATI IUAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOiilOR : 09 TAEUN 2o'r 1

TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN

TATA KERJA KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATE MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS.

a- bahwa untuk m€laksanakan ketentuan Pasal 15 A ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2010 tenlang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Maros,
maka dipandang pedu menyusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan gebagaimana maksud pada huruf
a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keria Kantor
Pendapatan Daerah Kabupaten Moros;

1. Undang-undang Nomor 29 lalrrn '1959 tentang Pembantukan
Daerah-daerah Tingkat ll di SLrlawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Nogara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3fl1) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun '1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembenlukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tsntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lombaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Y



5. Peraturan Pemelintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4593)i

6. Peraturan Pemorintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741\:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bntang Oisiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20'10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5153):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang
urusan pemedntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7
Tahun 2008):

10, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 22) sebagimana telah diubah b€berapa kali,

terakhir dengan Peraluran Daerah Nomor 09 tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah KabuPaten Maros Nomor 22
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09).

MEI'UYUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENJABAMN TUGAS
POKOK, FUNGSI, UMIAN TUGAS DAN TATA KERJA KANTOR
PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati iniyang dimaksud den0on

1.

4.

5.

6.

Daerah adalah Kabupaten Maros;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Maros;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros:

Oesentralisasi adalah pgnyerahan wawenang pemerintahan olsh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kapada daerah dan/atau
Desa dari pemerintah Kabupaten unluk melaksanakan tugas tertentu;

\



7. Kantor adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendapatan Daorah Kabupaten Maros.

9. Tugas pokok adalah lkhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;

10. Fungsiadalah pekerjaan yang merupakan poniabaran daritugas pokok;

11. Uraian tugas adalah paparan atau benlangar atas aemua tugas rabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakukan per|eoang jabatan;

12. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kolompok Jabatan fungsional yang
memiliki keahlian tertentu di lingkungan Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten
Maros;

13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang ptibadi atau badan
kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan
Daerah:

14. Retribusi Daerah adalah pungutian Daerah sebagai pembayaran atas iasa atau
pemberian tin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

(1)

BAB I

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Kantor Pendapatan Daerah
pasal2

Kantor Pendapatan Oaerah dipimpin oleh Kepala Kantor mempunyai tugas
pokok membantu pimpinanan dalam mslaksanakan p€rencanaan,
pengawasan, penyusunan pedoman serta petunjuk teknis dibidang pajak dan
retribusi, perimbangan keuangan, pondaftaran dan penetapan berdasarkan
azas desenlralisasi dan lugas pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebul pada ayat (1) Kepala Kantor
Pendapatan mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan den standerisasi leknis bidang pendapatan;
pengelolaan obyek dan subyek pendapatan daerah;
pelaksanaan koordinasi penatausahaan pemunguian;
pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kabupaten;
pelaksanaan monitoring dan gvaluasi pengelolaan Dana Alokasi Umum
(OAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten;
pelaksanaan fasilitasi terhadap pemerintah Kabupaten tentang
pendapatan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Uraian tugas Kepala Kantor Pendapatan sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana
kerja (Renja) kantor pendapatan daerah sebagai p€doman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

c- mendistribusikan tugas-tugas tertentu dBn memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga peluk8onaan tugas berialan lancar;

(2',t

a.
b.

d.

f.



d. merumuskan kebiiakan di bidang pendapatan meliputi pendapatan asli

daerah, perimbangan keuangan dan pendapatran daerah lainnya yang

san;

e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pendaPatan

daerah melipuii pendapatan asli daerah, perimbangan keuangan dan

pendapatan daerah lainnya yang sah;

f. melaksanakan penelitian dan penetapan obyek dan subyek pendapatan

daerah meliputi pendapatan aeli daerah, perimbengan keuangan dan

pendapatan daerah lainnya yang sah;

s.

h.

mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan pendapatan;

mengelola data dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

KabJpaten dan mengkoordinasikan data dasar pelhitungan Dana Alokasi
Umum (DAU) Kabupaten;

mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan Dana Alokasi Umum
(OA0) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) pemerintah Kabupaten;

j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pongendalian dan pelaporan Dana

Alokasi Umum (DAU) dan DAK p€morirrlah provinsi;

m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten dalam
penentuan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA);

k.mengkoordinasikan dan
pelaksanaan penggunaan
Khusus (DAK) pemerintah

l. mengkoordinasikan dan menyiapkan data
hasil Kabupaten;

n. mengkoordinasikan dan
pemerintah Kabupaten;

o. mengkoordinasikan dan
bagi hasil;

p. mengkoordinasikan dan
bagi hasil pajak dan bagi

q.mengkoordinasikan dan mengelola
KabuDaten untuk didanai dari Dana
koordinasi usulan Dana Alokasi Knusus

melakanrskl|n monitoring dan evaluasi
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
KabuDaten;

penerima dana bagi

menyusun penetapan alokasi dana bagi hasil

melaksanakan pengendalian dan pelaporan dana

melaksanakan pendataan realisasi penerimaan
hasil bukan pajak;

usulan program dan kegiatan
Alokasi Khusus (DAK) serta

(DAK) Kabupaten;

r. melaksanakan Denatausahaan teknis sdministrasi dan koordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam
rangka peningkatan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak;

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kantor pendapatan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebiiakan;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh aiasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lugas;

Pasal 3

Kantor PendaDatan Daerah terdiri dali :

a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Pajak dan retribusi;
c. Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Lainnya;
d. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;



(2)

(1)

(1)

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

sub Bagian Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melakukan
penyusunan rencana dan penyelenggaraan tugas-tugas ketatiausahaan yeng

metiputi admnistrasi umum kep€gawaian, perlengkapan dan Keuangan serta

penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kegiatan

kantor pendapatan daerah sebagai pedoman dalam p€laksanaan tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan lancar;

c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan kantor
pendapatan daerah;

d. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi sutat tugas dan perjalanan

dinas pegawai;

e. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);

f. melakukan penatausahaan pemungutan serta koordinasi dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam upaya
peningkatan penerimaan pendapatanl

g. melaksanakan pengelolaan adminigtrasi kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

j. melaksanakan dan mengkoordinasikan p€nyusunan Rencana Kelja
Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

k. mengendalikan pengelolaan naskah dintrB den kearsipan;

l. melaksanakan koordinasi dengan unil urrit terkait;

m.menyusun laporan hasil pelaksanas[ lugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinesan lain yang diperintahkan oleh atasen
sesuai bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Soksi Pajak dan Retribusi

Pasal 5

Seksi Pajak dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melakukan kegiatan
koordinasi, sosialisasi pajak dan restribusi, perhitungan pendapatan daerah.

Uraian tugas Kepala Seksi Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan Asli Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan panilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berialan lancar;

(2)

c.

d.

melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, dan retribusi ;

melaksanakan peremajaan data obyek pajak dan retribusi secara belkala;

e. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah
dan memberikan kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Dasrah
(NPWPD);



f.

s.

h.

k.

L

menqkoordinasikan pelaksanaan klarifikasi terhadap perubahan data dan

"t"u-ketidaksesuaian 
data terhadap obyek pajak dan retribusi daerah,

serta pendapatan lain-lain yang sah;

melaksanakan pengelolaan wajib paiak dan retribusi daerah;

melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penerimaan paiak dan

retribusi daerah;

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan paiak dan retribusi

melaksanakan peremaiaan data obyek pajak dan retribusi secara berkala;

menerbitkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);

melakukan penatausahaan pemungutan setta koordinasi dengan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lombaga terkait dalam upaya
peningkatan penerimaan pendapatan;

n.

o.

p.

q.

t.

s.

m.melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Keria Perangkat Daerah
(SKPD) Pengelola dalam rangka mengumpulkan dan melakukan
pengolahan data pajak dan rstribusi daerah;

melakukan verifikasi atas dokumen penerimaan dan p€nyetoran paiak dan

retribusi daerah ;

melakukan pen@cokan data p€nerimaan pajak dan retribusi daerah;

melakukan pembukuan penerimaan retribusi dasrah:

melakukan sosialisasi pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainjain;

mengoordinasikan dan melakukan penatausahaan p€mungutan serta

koordinasi dengan Satuan Ke,ia Perangkat Daerah (SKPo) dan lembaga

terkait dalam upaya peningkaian penerimaan pendapatan asli daerah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Seksi Perimbangan Keu.ngan dan Pondapatan lalnnya

Pasal 6

Seksi Perimbangan Keuangan dan pendapalan lainnya dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam

melaksinakan pefi itungan, penagihan,pencatatan dan penatausahaan dana
perimbangan keuangan yang berasal dari pusat maupun provinsi serta
pendapatan lainnya.

Uraian tugas Kepala Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan
Lainnya sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan S6ksi Perimbangan Keuangan dan
Pendapatan Lainnya s€bagai pedontan dalam pelaksanaan tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan takniE, psngawasan dan penilaian kineria
kepada bawahan sehingga pelsksanaan tugas berjalan lancar;

c. mengkoordinasikan dan melakukan p€ngelolaan usulan program dan
kegiatan Kabupaten yang akan monggunakan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan koordinasi usulan Oana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten.

d. mengkoordinasikan dan mendblribusikan tugas-tugas te eniu dan
memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas betjalan lancar;

(1)

(2\
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e. menqkoordinasikan dan melakukan penatausahaan pemungutan serta

kooriinasi dengan Satuan Ketia Perangkat Daerah (SKPD) dan lembags

terkait dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah;

f. mengelola data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten

dan 
-koordinasi data dasar perhitungan Oana Alokasi Umum (DAU)

Kabupaten;

g. mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan Dana Alokasi Umum
(DAU) dan OAK Kebupaten;

h. mengumpulkan bahan, mengkoordirtasikon dan melakukan pengendalian

dan f,elaporan pengelolaan Dane Alokuui Umum (DAU) dan Dana Alokesi

Khusus (DAK) Kabupaten;

K.

menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan monitoring dan

evaluasi penggunaan Dan; Alokasi Umum (DAU) dan pengelolaan Dana

Alokasi Khusus (DAK) KabuPateni

menyiapkan bahan dan melakukan penelitian dan penetapan obyek dan

subyek pendapatan daerah lain-lainnya yang sah:

menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan molakukan pengelolaan

usulin program dan kegiatan Kabupaten yang akan menggunakan-.oana

Alokasi Khusus (DAK) dan koordinasi usulan Dana Alokasi Khusus
(OAK) Kabupaten;

L mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan data realisasi penerima

dana bagi hasil KabuPaten;

m.melakukan fasilitasi terhadap Pemarintah Kabupaten untuk penentuan

daerah penghasil sumber daya alam (SDA);

n. menyiapkan bahan dan
pemerintah Kabupaten;

msnyusun penetapan alokasi dana bagi hasil

o. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian dan pelaporan
pengelolaan dana bagi hasil (DBH);

p. melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka penyusunan rencana penerimaan retribusi daerah,
badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan daerah lain-lainnya
yang sah;

mengumpulkan dan
daerah (BUMD) dan

melakukan verifikasi
usaha milik daerah
san;

melakukan pengolahan data, badan usaha
p€ndapatan daerah lain-lainnya yang syah;

atas dokumen penerimaan dan penyetoran, badan
(BUMD) dan pendapatan daerah lain-lainnya yang

milikq.

r.

s.

t.

melakukan pencocokan daia penerimaan retribusi daerah, badan usaha
milik daerah (BUMD) dan pendapatan daerah lain-lainnya yang sah
dengan Satuan Keria Petangkat Daerah (SKPD) tetkait;

melakukan pembukuan penerimaan retribusi daerah, badan usaha milik
dserah (BUMD) dsn p€ndapatan deorah lain-lainnya yang 8ah;

u. membuat laporan penerimaan retfibusi daerah, badan usaha milik daerah
(BUMD) dan pendapatan lain{ainnya yang sah;

v. melakukan perporasi atas dokumen administrasi pemungutan,
pendapatan daerah lain-lainnya yang sah dan benda-benda beharga;

w. melakukan pembukuan atas pengambilan dan penggunaan benda'benda
berharga oleh seluruh Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) :

x. membuat laporan pengambilan dan penggunaan benda-benda berharga
oleh seluruh Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD)



v. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan satan
' pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Seksi Pendafratan dan PenetaPan
Pasal 7

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh.Kepala Seksi yang
'' mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan

keoiatan'oenditaan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah dan

me-lakukan analisis pengembangan potensi pajak,retribusi dan pendapatan

daerah lain-lain Yang sah.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan

Dedoman dalam Pelaksanaan iugas;

(t.

n.

i.

dan Pendaftaran sebagai

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan p€nilaian

kepada bawah;n sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. melakukan pendataan dan pengumptrkm bahan obyek dan subyek yang

memenuhi standar untuk masuk dalnrn ||endapatan daerah:

d. melakukan peningkatan ekslen3ifikall dBn intensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah;

e. melaksanakan pengembangan dan pendaftaran data potensi pajak dan

retribusi daerah serta pendapatan lainiain yang sah;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan klarifikasi terhadap Perubahan data dan

aiau ketidaksesuaian data terhadap obyek pajak dan retribusi daerah,

seda pendapatan lain-lain yang sah;

mendistribusikan fotmulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;

menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak

dan retribusi daerah;

melaksanakan pencatatan terhadap waiib pajak dan tetdbusi daerah yang

belum mengembalikan formulir pendaftaran;

melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap obyek pa.iak dan retribusi

daerah:

k. melakukan pembukuan,pencatatan persediaan maupun realisasi atas
penggunaan benda berharga;

L melaksanakan evaluasi tarhadap tata cara pendataan dan pendaftsran

wajib pa.iak dan retribusi daerah;

m.melaksanakan monitodng, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

n. Melakukan pendaftaran obyek dan subyek yang telah memenuhi standar
pendapatan daerah;

o. melakukan verifikasi aias dokumen pendaftaran yang akan ditetapkan,

p. Menetapkan besaran nilai obyek dan subyek

q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan

besaran nilai pendapatan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:



(2)

(3)

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelalGanaan tugas;

BAB II
KELOi'POKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal I
KelomDok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

oemerintahan daerah, sesuai bidang fungsi rnasing-masing berdasarkan dengen

keahlian dan kebutuhan.

Pasat I

(1) Kelompok iabatan fungsional dimaksud pada pasal I terdiri dari sejumlah
" ;;; ;i;t jen;ang- ;auatan fungsional vang tebagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1)

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

usul djn bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Jumlah iabatan fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ienjang dan pembinaan iabatan fungsionaldimaksud ayat (1) pasal
' ' 

diaturleiuai dengan perundang'undangan yang berlaku'

BAB III

PENGANGKATAN DAN PET'BERHENTIAN DALA JABATAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari PNS yang
' ' memenuhi svarat atas usul Sekretaris Daerah selaku ketua tim

BAPERJAKAi s€telah berkonsuliasi secara tertulis dengan Gubsrnur

Sulawesi Selatan bagi pejabat yang dipromosikan

(2) Sekretaris, dan kepala bidang, diangkat dsn diberhertikan-oleh. tupati atas

usul Sekretaris Daerah sslaku kolrrtr tim BAPERJAKAT dengan

sepengetahuan Kepala Dinas.

(3) Kepala sub bagaan , seksidan kepala UPID diengkat-dan diberhentikan oleh.' 
Seiretaris Dierah selaku ketua tim BAPERJAKAT aias pelimpahan

kewenangan Bupati;

(4) Pejabat fungsional pada dinas diangkat dan diberhentikan o-Leh bupati atas' ' usul Sekreiaris Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT berdasarkan
peraturan perundang- undangan.

pasal ini dipimpin oleh
Sekretalis Daerah atas

ditentukan berdasarkan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok

jabaian fungsional waiib menerapkan prinsip koordinasi' integrasi dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam

lingkup pemerintah daerah serta dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah

sesuai dengan tugas masing-masing



Pasal 12

setiap pimpinan satuan organisasi waiib mengawasi bawahannya masing-masing

dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang

diperlukan sesuar dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam unit kerja bertanggung jawab memimPin

dan mengkoordinasikan b,wahannya dan memberikan bimbingan serta petuniuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memaluhi petunjuk dan

bertairggung jawab kepadi atasan masing-masing dan menyiapkan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib dioiah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-maslng
wajib disampaikan kepada satuan organisasi
mempunyai hubungan kerja.

kepada atasan, tembusan laporan
lain yang secara fungsional

Pasal 17

Oalam melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing - masing, \rvaiib mengadakan rapat berkala.

Pada saat berlakunya
Bupati yang mengatur
dicabut dan dinyatakan

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

peraturan Bupati ini, maka keputusan atau peraturan
hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini
tidak berlaku,

\



BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangtan,

Agar setiap orang dapat m€ngetehuinya, m€merlnbhkan Pongundangan
peraturan Bupati ini d€ngan penempatannya dalam B€aita Daerah Kabupeten
Maros.

Ditetepkan di lb|os
q.gd?_ tanggal f, trqrat 2oll

ARAIITNI,N

Oiundangkan di Maros,
Pada tanggal 3 Janua,ll 2ol1

DAERAH,

: Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1029
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